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Abstrak 
Tujuan dari tulisan ini adalah melakukan kajian terhadap partai politik di 

Indonesia dalam proses demokratisasi, khususnya di era reformasi periode 1998- 

2010. Partai politik melalui fungsi-fungsinya memiliki peranan dalam mening-

katkan kualitas demokrasi, peranan itu terlihat bagaimana proses kaderisasi, ideo-

logi, keuangan, figure dan  manajemen partai mempengaruhinya, namun peranan 

itu kurang mampu dimainkan oleh partai sehingga proses demokrasi Indonesia 

lebih banyak disuarakan oleh organisasi non-partai.  

  
Kata kunci: demokratisasi, Ideologi, Kaderisasi  

 

Pendahuluan 

Dalam perkembangan politik 

Indonesia, partai telah memiliki kekuasaan 

untuk melakukan legitimasi atau mobilisasi 

dalam rangka partisipasi  politik. Namun, 

dalam perkembangannya  setelah reformasi 

 2000an  partai masih kurang menunjukkan 

peranannya dalam demokratisasi di 

Indonesia. Kondisi politik dalam negeri 

Indonesia telah mengalami perubahan un-

tuk proses demokratisasi. Tetapi partai ga-

gal memainkan peranan mempengaruhi 

proses demokrasi di Indonesia. 

Menurut   kajian Neumann (1982), 

Miriam (1980) dan Riswanda (1994), partai 

politik memiliki fungsi-fungsi, yaitu: ko-

munikasi antara pemerintah dengan rakyat, 

mendidik warga negara bertanggung jawab, 

memilih calon-calon pemimpin politik, me-

maksimalkan keterlibatan warga negara da-

lam proses politik dan mengatur konflik 

dalam masyarakat. Melalui fungsi-fungsi 

partai politik seperti tersebut di atas,  maka 

partai politik dapat berhasil memainkan pe-

ranan dalam proses demokratisasi suatu  

negara. 

Disamping itu,  partai politik  me-

merlukan suatu kondisi dan faktor yang 

menyebabkan ia dapat berhasil memainkan 

peranan dalam demokratisasi, apabila me-

lihat negara-negara dunia Ketiga, seperti 

kajian Mehden (1980), Rendall (1988) dan 

Hendenius (1992) yang menyatakan bahwa 

negara-negara dunia Ketiga lebih banyak 

dikuasasi oleh pemerintahan otoriterian, 

akan tetapi pada tahun 1980an gerakan de-

mokratisasi dan hak-hak asasi manusia 

sudah menjadi isu universal. Oleh sebab itu 

partai politik di dunia Ketiga, juga di 

Indonesia pada masa Orde Baru dan pasca 

Orde Baru  berpeluang memainkan pera-

nannya dalam proses demokratisasi  suatu 

negara. Tinjauan pustaka ini lebih lanjut 

akan diuraikan pada bagian pembahasan. 

Tulisan ini mencoba melihat be-

berapa fenomena parpol dalam sistem po-

litik Indonesia semenjak reformasi 1999, 

kh-susnya era Presiden SBY adalah sebagai 

berikut: 

1. Parpol tidak lepas dari jerat korupsi, 

seperti yang terjadi pada instansi 

pemerintah, bahkan sejumlah perilaku 

politikus DPR meminta Komisi Pem-
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berantas Korupsi menghentikan pena-

nganan sejumlah kasus korupsi yang 

melibatkan mereka dari beberapa 

partai politik. 

2. Sistem multi partai secara teori dapat 

membuat pemerintah menjadi demo-

kratis, tetapi Indonesia, sistem multi 

partai dinilai lebih menguntungkan 

elite politik sedangkan rakyat tidak 

mendapatkan banyak keuntungan ka-

rena belum mampu memperjuangkan 

kepentingan rakyat. 

3. Rendahnya etika politik dan kebutuh-

an mendapatkan perlindungan hukum 

menjadi alasan utama sejumlah kepala 

daerah “berpindah” partai politik, 

khususnya berpindah ke partai pe-

nguasa. 

4. Pengelolaan dana partai politik tidak 

transparan dan tidak pernah diper-

tanggung jawaban kepada publik 

maupun konstituen. 

5. Penguatan figur dalam kepemimpinan 

parpol menjadi faktor penting bagi 

pemilih dalam menentukan pilihan 

politiknya disamping itu mengesam-

pingkan peranan dan ideologi partai 

dan lain-lain. 

 

Kegiatan politik partai dalam 

hubungannya dengan proses demokratisasi 

Indonesia era reformasi, khususnya era 

kepemimpinan presiden Susilo Babang 

Yudhoyono (SBY), terutama dalam aspek 

manajemen partai. Beberapa konsep politik 

yang menjadi dasar kajian adalah konsep 

ideologi, kepemimpinan dan komitmen 

partai kepada demokrasi. 

Pendekatan  yang digunakan ialah 

dengan cara  kaedah  analisis deskriptif 

dan interpretasi kritis, terutama sekali da-

lam penelitian fakta-fakta yang  berhubu-

ngan dengan persoalan. Kajian perpustaka-

an untuk merumuskan kerangka teorikal, 

sedangkan data-data empiris dilakukan me-

lalui dokumen-dokumen  dari media massa 

yang menjelaskan tentang peranan partai 

dalam proses demokratisasi di Indonesia. 

Pendekatan analisis dan interpretasi kritis 

digunakan menurut J.Vredenbregt 

(1984:34) bahwa tujuan utama dari penye-

lidikan kritis ialah untuk menganalisis 

realita sosial politik yang kompleks dalam 

konteks demokratisasi suatu negara. Pada 

hakikatnya kajian ini berusaha untuk me-

nempatkan realita sosial politik yang dite-

liti  melalui konsep-konsep yang telah di-

kembangkan  oleh ilmuan  politik. 

Alat-alat  analisis yang digunakan 

ialah pendekatan interpretasi kritis secara 

“structural historis”, dan menempatkan 

relita sistem politik berdasarkan teori-teori 

ilmu politik. Pengumpulan data primer me-

lalui dokumen-dokumen kenegaraan. Se-

dangkan pengumpulan data sekunder dila-

kukan melalui penyelidikan perpustakaan 

dan internet / penerbitan majalah dan surat 

khabar. 

 

Pembahasan 

Dalam bagian ini akan dibahas 

tentang tinjauan pustaka dengan judul “Par-

tai Politik dan perannya dalam demokra-

tisasi di era Presiden SBY”,  

  

Partai  Politik Dalam Demokratisasi 
Dalam masyarakat yang besar, rak-

yat hanya dapat memberikan pengaruh 

yang kecil sebagai individu, tetapi pen-

garuh itu dapat bertambah jika mereka ber-

gabung dengan membentuk sesuatu perse-

rikatan. Menurut  Beetham & Kevin Boyle 

(1998), partai-partai  politik menyatukan 

orang-orang yang memiliki pandangan-

pandangan serta kepentingan-kepentingan 

yang sama untuk  memperjuangkan jaba-

tan/kekuasaan dan pengaruh politik. 

Dalam ilmu politik, demokrasi, 

partai politik dan konsep modernisasi se-

ring diperdebatkan yang selalu berhubu-

ngan. Orang-orang yang bersikap kritis, se-

lalu berfikir tentang  pilihan yang terbaik 
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dari segala masalah yang dianggap baik 

(Riswanda 1994). Kesempatan untuk me-

nyampaikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat adalah persoalan hak individu 

merupakan prinsip ajaran demokrasi. Ber-

bagai kepentingan tersebut disalurkan ke-

pada partai politik agar sampai kepada sis-

tem politik. Oleh sebab itu partai politik  

ialah output demokrasi dan modernisasi, 

yang mana kehadiran partai politik itu ber-

makna dalam masyarakat berbeda pendapat 

atau pikiran, tujuan dan kepentingan. Ber-

bagai kepentingan itu tidak selalu har-

monis, konflik kepentingan  merupakan inti 

dari demokrasi. Oleh sebab itu kehadiran 

partai politik pada dasarnya adalah alat pe-

nyederhanaan konflik yang ada dalam 

masyarakat (Schattschneider 1960). 

Partai politik dalam negara 

demokrasi berpeluang untuk  menyalurkan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat, 

apabila  partai politik minimal  turut serta 

dalam pemilihan umum dan dapat me-

nempatkan wakil-wakil mereka di parlimen 

atau pemerintahan (Riswanda 1994). Ke-

hidupan politik yang demokratis tidak 

hanya sekedar dicirikan dengan adanya 

partai dan jumlah partai tertentu, tetapi 

yang lebih penting terdapat atau tidaknya 

persaingan di antara partai yang ada 

(Riswanda 1994). 

Mengikut Schumpeter dan 

Anthony Downs, demokrasi secara seder-

hana ialah suatu mekanisme pasar: para pe-

milih ialah konsumen, para ahli politik se-

bagai pengusahanya, partai-partai yang ber-

beda-beda didirikan masuk ke dalam per-

saingan untuk mendapatkan dukungan 

massa (Varma 1995). Dahl  (1992) juga 

menyatakan bahwa para pemilih meru-

pakan kepentingan utama dalam menentu-

kan kebijakan dan proses yang menen-

tukan bahwa para pemimpin politik akan 

lebih tanggap terhadap kepentingan warga 

negara biasa. 

Dalam menjelaskan hubungan an-

tara partai politik dengan proses demokra-

tisasi, uraian ini mencoba  menjawab per-

soalan dalam kajian teoritis, yaitu: 

 

1. Apakah peranan partai politik 

dalam proses demokratisasi suatu 

negara? 
Berdasarkan pengertian dan prinsip 

demokrasi oleh Ebenstein (1997), Mayo 

(1965), Huntington ( 1997), Macpherson 

(1972), Sartori (1995) Beetham & Kevin 

Borle (1998) dan Pennock (1979) dapat 

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demo-

krasi ialah kebebasan dan kekuasaan rakyat 

melalui pengambilan keputusan politik, ke-

setaraan setiap warga negara dalam meme-

nuhi kepentingan, menyelesaikan masalah 

secara kompromi dan damai, serta pergan-

tian pemerintah melalui pemilihan umum 

yang bebas dan adil. Apabila melihat pula 

perluasan makna demokrasi yang dinyata-

kan oleh Gould (1988), Sartori (1987), 

Yates (1967), Ware (1987), Held (1993), 

Lijphart (1980), Przeworki (1991) dan 

Alfian (1986) yang menjelaskan bahwa 

makna demokrasi meliputi kehidupan poli-

tik, sosial dan ekonomi, yang mana rakyat 

juga terlibat dalam mengurus masalah-ma-

salah serta terlibat pula proses pengambilan 

keputusan di bidang politik, sosial dan 

ekonomi.  

Berdasarkan makna asas-asas de-

mokrasi apabila dikaitkan dengan pe-

ngertian parti politik oleh Neumann (1982), 

Sundhaussen (1996), Beetham & Kevin 

Boyle (1990) dan Miriam (1994) yang 

menjelaskan bahwa partai politik dapat di-

simpulkan sebagai organisasi untuk mem-

pertemukan kepentingan masyarakat de-

ngan tokohnya dari masyarakat sendiri 

yang didirikan untuk memperoleh kekua-

saan melalui pemilihan umum dalam kon-

disi politik yang demokratis. Kaitan prin-

sip-prinsip dan makna demokrasi di atas 

dengan pengertian partai politik menun-
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jukkan bahwa partai politik berperanan da-

lam proses demokratisasi suatu negara, 

yaitu: (1) partai politik dapat mempertemu-

kan pelbagai kepentingan masyarakat, (2) 

usaha-usaha mendirikan partai politik un-

tuk mengikuti pemilihan umum yang juga 

bermakna sebagai alat bagi rakyat terlibat 

secara efektif dalam mewujudkan kekua-

saan dari rakyat, (3) partai politik dapat 

memainkan peranan penting dalam me-

ngurus berbagai masalah dan konflik dalam 

kehidupan demokrasi.  

 

2. Bagaimanakah partai politik dapat 

memainkan peranan mempenga-

ruhi proses demokratisasi? 

Berdasarkan fungsi-fungsi partai 

politik yang dijelaskan oleh Neumann 

(1982), Miriam (1980), Sundhaussen 

(1996), Riswandha (1994) dan Beetham & 

Kevin Boyle (1998)  bahwa partai politik 

berfungsi sebagai komunikasi antara peme-

rintah dengan rakyat (fungsi komunikasi 

politik), mendidik warga negara yang ber-

tanggung jawab (fungsi pendidikan/sosiali-

sasi politik),  memilih calon-calon pemim-

pin politik (fungsi rekrutmen), memaksi-

malkan keterlibatan anggota masyarakat 

secara sadar dalam proses sistem politik 

(fungsi kesadaran), dan mengurus berbagai 

konflik yang terjadi dalam masyarakat 

(fungsi pengaturan konflik). 

Melalui fungsi-fungsi partai politik 

seperti yang diuraikan di atas, maka proses 

demokratisasi sebagaimana dijelaskan oleh 

Maswadi (1998), Dahl (1992), Kaldor  dan 

Ivan Vejvode (1997), Rueschemeyer 

(1992), Sartori (1987), Rawls (1993), 

Huntington (1968) dan Pennock (1979), 

bahwa proses demokratisasi meliputi usaha  

menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam 

sistem politik, iaitu nilai-nilai kebebasan 

umum secara maksimal (nilai kebebasan), 

kesempatan yang sama dalam pengemba-

ngan diri secara bertanggung jawab bagi 

setiap warga negara (nilai kesetaraan), dan 

keterlibatan warga negara secara maksimal 

dalam proses pembuatan keputusan politik 

secara adil dan benar (nilai kebersamaan). 

Usaha-usaha proses demokratisasi ini akan 

dapat terwujud dalam sistem politik, apa-

bila partai politik dapat juga memainkan 

peranan yang lebih konkrit  dalam melak-

sanakan fungsi-fungsinya seperti yang di-

nyatakan di atas. 

 

3. Apakah kondisi-kondisi atau faktor 

yang berkesan suatu partai politik  

mempengaruhi proses demokrati-

sasi? 

Berdasarkan pendapat yang dijelas-

kan oleh Duverger (1984), Neumann 

(1982), Weiner (1982), Almond (1991), 

dan Apter (1987) bahwa struktur partai 

politik yang kuat  secara intern dan ekstern, 

kepemimpinan partai yang melembaga, 

pendirian suatu partai berdasarkan kesa-

daran hak-hak politik warga negara, dan 

partai politik selalu mengikuti perubahan 

dan keterbukaan sesuai dengan dinamika 

perubahan yang terjadi dalam  masyarakat, 

membentuk jaringan dengan kelompok-

kelompok kepentingan lainnya. Pernyataan 

di atas, sebagai faktor dukungan intern  

partai politik untuk lebih berperan dalam 

mempengaruhi proses demokratisasi  suatu 

negara. 

Sesuai dengan penjelasan 

Rueschemeyer (1992), Sartori (1987), 

Rawls (1993), Huntington (1968), dan 

Pennock (1979) bahwa pengaruh proses 

demokratisasi didukung oleh faktor libera-

lisasi yang meliputi jaminan kebebasan po-

litik yang adil, persamaan kesempatan dan 

asas perbedaan (pluralitas). Oleh sebab itu 

kondisi yang diperlukan ialah otonomi dan 

menghargai hak-hak orang lain, percaya 

terhadap hak-hak dasar individu dengan 

melihat sikap toleransi dan kompromi, ser-

ta warga negara yang berpendidikan yang 

disertai dengan semangat kebangsaan. Fak-

tor liberalisasi ini ialah suatu kondisi 
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ekstern sesuatu partai politik mempengaru-

hi proses demokratisasi. 

Walaupun, kondisi-kondisi ekstern 

di atas, sesuatu yang ideal yang mana par-

tai politik berada dalam sesuatu negara, 

khususnya negara-negara di Dunia Ketiga 

atau negara-negara baru telah menerima 

partai politik sebagai warisan penjajahan 

(Mehden 1980), akan tetapi belum membe-

rikan peranan yang berkesan kepada partai 

politik karena negara-negara Dunia Ketiga 

lebih banyak diperintah oleh pemerintahan 

otoriter (Mehden 1980), (Rendall 1988) 

dan (Hendenius 1992). Akan tetapi pada 

tahun 1980an gerakan demokratisasi dan 

hak-hak asasi manusia sudah merupakan 

isu sejagat. Oleh sebab itu demokratisasi 

sebagai isu sejagad merupakan satu kondisi 

bagi partai politik untuk mengambil pe-

luang  memainkan peranan dalam sesebuah 

negara yang sedang  melalui proses transisi 

demokrasi. Model pembangunan politik, 

ciri-ciri budaya politik dan bentuk-bentuk 

partisipasi politik suatu negara sebagaima-

na yang diuraikan di atas akan mempe-

ngaruhi partai politik, apakah dia berhasil 

atau atau gagal dalam mempengeruhi pro-

ses demokrasi  suatu negara. 

Dalam proses transisi demokrasi 

sebagaimana dijelaskan oleh Lowenthal 

(1993), Pye (1982), Przeworski (1986) dan 

Stephan (1997) keberhasilan proses demo-

kratisasi memerlukan kerjasama antara pe-

merintah (rejim otoriter) dengan oposisi, 

yang dilakukan secara bertingkat, yaitu: 

menciptakan undang-undang atau undang-

undang dasar yang menjamin hak-hak in-

dividu dan berkelompok, membangunkan 

masyarakat umum atau warga negara (civil 

society) yang menyadari hubungan mereka 

dalam proses politik, mengajukan alternatif 

demokrasi yang dapat dipercayai. Dalam 

keadaan ini partai politik akan mendapat 

peluang yang penting untuk memainkan 

peranan yang berkesan dalam proses tran-

sisi demokrasi. 

Konsepsi partai politik dan pera-

nannya, menitikberatkan kepada fungsi 

partai politik sebagai satu pendekatan uta-

ma yang digunakan dalam kajian ini. Me-

nurut Neumann (1981), Sundhaussen 

(1996), Beetham & Kevin Boyle (1990) 

dan Miriam (1994) yang menjelaskan par-

tai politik dapat dirumuskan sebagai or-

ganisasi untuk mempertemukan kepenti-

ngan masyarakat dengan anggotanya dari 

masyarakat sendiri yang didirikan untuk 

mendapat kekuasaan melalui pemilihan 

umum dalam keadaan politik yang demo-

kratis. Hubungan prinsip-prinsip dan mak-

na demokrasi di atas dengan pengertian 

partai politik menunjukkan bahwa partai 

politik berperanan dalam proses demokra-

tisasi suatu negara, iaitu: (1) partai politik 

dapat mempertemukan berbagai kepenti-

ngan masyarakat, (2) usaha-usaha men-

dirikan partai politik untuk mengikuti pe-

milihan umum yang juga bermakna sebagai 

perwujudan kekuasaan dari rakyat, (3) part-

ai politik dapat peranan penting dalam me-

ngatur berbagai masalah dan konflik dalam 

kehidupan demokrasi. 

Pengaruh keadaan politik dalam 

negeri juga turut mempengaruhi peranan 

partai politik dalam proses demokratisasi, 

iaitu: model pembangunan yang digunakan 

oleh suatu  negara yang sedang memba-

ngun, budaya dan ideologi serta bentuk 

partisipasi politik yang berlaku.  Di antara 

pakar politik, Huntington dan Nelson 

(1976), dan Almond dan Powell (1966) 

bahwa peranan parti politik di suatu negara 

membangun dapat dirumuskan bahwa: Per-

tama, proses pembangunan politik ditandai 

dengan persamaan, pertambahan kemam-

puan dan pertisipasi politik plura-listik, 

yang mana partai politik dapat me-mainkan 

peranan penting dalam sistem po-litik. 

Kedua, partai politik dapat memain-kan 

peranan yang penting dalam sesuatu negara 

yang mempraktekkan  model pem-bangu-

nan populis demokratik, tetapi dalam mo-
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del pembangunan yang lain, seperti oto-

ritarian teknokratik egalitarian partai po-

litik tidak dapat melaksanakan peranan dan 

fungsinya yang lebih berkesan kerana par-

tai mendapatkan kontrol dari penguasa 

demi untuk berhasil pembanguan ekonomi. 

Menurut Apter (1965), Weiner 

(1981), Sundhaussen (1996) dan Ricoveur 

(1998) bahwa dalam suatu negara mem-

bangun, khususnya dalam pembangunan 

ekonomi peranan negara sangat dominan 

dengan ciri budaya politik yang mengatur 

setiap aspek kehidupan, yang mana partai 

bertindak untuk kepentingan elit yang ber-

kuasa dan bahkan juga menempatkan partai 

dibawah kontrol birokrasi. 

Menurut Huntington dan Nelson 

(1994), Pye (1965), Rustow (1963), 

Organski (1965) dan Weiner (1971), partai 

politik dalam partisipasi politik dapat 

disimpulkan, ialah: 1) partai politik ialah 

satu di antara pelbagai organisasi kelompok 

dalam sesuatu negara yang mempelopori 

partisipasi politik dengan fokus kepada 

pemilihan umum, usaha-usaha mempenga-

ruhi keputusan politik dan kegiatan mem-

pengaruhi pegawai negeri, (ii) pada negara-

negara baru partai politik  dihadapkan ke-

pada masalah-masalah, seperti kemiskinan 

dan kebodohan, yang mana partai politik 

kurang berhasil menyelesaikan masalah ini 

sehingga memberi peluang kepada militer 

berkuasa cukup lama, dalam keadaan ini 

kegiatan  partai terbatas peranannya. 

Berdasarkan uraian di atas, kerang-

ka kajian tentang peranan partai politik da-

lam demokratisasi adalah sebagaimana ter-

tera dalam bagan berikut ini.  

 

 
 

Catatan : Bagan ini menunjukkan 

bahwa demokratisasi mengandungi nilai-

nilai / dasar yang mendapat dukungan dari 

faktor liberalisasi, gerakan demokrasi dan 

hak asasi manusia. Keberhasilan demokra-

tisasi melalui kerjasama semua pihak da-

lam transisi politik kearah demokratis di 

sesuatu negara (khususnya  negara baru), 
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dalam keadaan ini partai politik dapat me-

mainkan peranan dalam demokratisasi. 

Kegagalan partai politik dalam memainkan 

peranan dalam proses demokratisasi juga 

disebabkan oleh sistem politik digunakan 

oleh pemerintah / negara 

 

Partai Politik di Era Reformasi 
Definisi Partai Politik (parpol) me-

nurut UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai 

politik menyatakan “ suatu organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh seke-

lompok warga negara Indonesia secara 

suka rela atas dasar kesamaan kehendak 

dan cita-cita untuk memperjuangkan 

kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara serta memelihara ke-

utuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945. 

Berdasarkan definisi tersebut, par-

pol berfungsi sebagai saluran untuk meng-

himpun seluruh seluruh dukungan dari 

masyarakat sesuai dengan aspirasinya. Ke-

beradaan partai politik dalam suatu negara 

sangat ditentukan oleh sistem politik atau 

sistem demokrasi yang berlaku dalam suatu 

negara, partai politik dapat mempengaruhi 

sistem demokrasi yang berlaku, sebaliknya 

sistem politik yang berlaku akan menentu-

kan ruang gerak dari parpol. 

Angin perubahan yang berhembus 

setelah rejim Suharto tumbang, kebebasan 

pers memberi peluang lahirnya partai po-

litik baru dengan beragam ideologi ber-

munculan baik dalam bentuk ide-ide per-

sonal maupun kelompok atau organisasi. 

Berdiri  48 parpol yang lolos sebagai peser-

ta pemilihan umum dari 237 parpol yang 

sempat didirikan pada tahun 1999. Libera-

lisasi demokrasi di era reformasi yang 

melahirkan kembali politik aliran yang 

lehir tahun 1950an, disamping diperboleh-

kannya pendirian partai lokal dalam pemi-

lihan langsung kepala daerah dan legislatif 

di Aceh da Papua. Partai-partai politik lo-

kal dan nasional ini secara berkala mengen-

dalikan kehidupan politik, sehingga men-

jadi incaran seluruh kekuatan ekonomi, 

politik dan kelompok-kelompok kepenti-

ngan lain (Piliang. 2008:251). 

Kehadiran parpol mengalihkan 

konflik horizontal yang berdarah menjadi 

persaingan bendera dan nama tokoh, satu 

sisi fungsi parpol untuk mengendalikan 

konflik telah dijalankan secara empiris. Na-

mun persaingan politik yang terjadi tidak 

seimbang dimana kalangan yang sudah me-

miliki jaringan dan inrastruktur luas, se-

perti Golkar, PDI Perjuangan dan PPP ber-

hadapat dengan partai politik baru yang 

bermodalkan ideologi dan idealisme, maka 

hukum pasar dalam ekonomi berlaku yang 

pada akhir yang menguasai “modal” me-

ngendalikan pasar. Akhirnya politik diken-

dalikan oleh tokoh-tokoh lama di era Orde 

Baru. Tokoh lama di parpol era reformasi 

muncul lagi dengan mengandalkan modal 

dan popular, sementara partai kurang dike-

lola secara professional, sehingga konsep 

massa mengambang masih mewarnai par-

pol, seperti kehadiran pemimpin – pemim-

pin kharismatik berdasarkan sentiment pri-

mordial, melupakan platform, program ker-

ja atau visi dari parpol.  

Keterpurukan dalam ekonomi 

membawa perilaku penduduk 

mempengaruhi perilaku politik, sehingga 

kekuatan pe-modal besar dapat memasuki 

dan meng-gerakan kehidupan politik. 

Kehadiran tek-nologi informasi yang bebas 

telah melahir-kan maraknya politik image 

dan citra. De-mokrasi berkembang dalam 

wujudnya prosedural ketimbang substansi, 

agenda media massa menjadi agenda alite. 

Demo-krasi yang menjunjung partisipasi 

sebagai suatu “civil society” lebih banyak 

diwakili oleh elite massa, dalam arti 

karakteristik interaksi antara elite penguasa 

(state actors) dan elite massa (society 

actors), maka sulit dihindari praktek kolusi 
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atau korupsi antara elite massa dan elite 

penguasa dalam rangka memperjuangkan 

kepenting-kepentingan menjadi karakter 

utama dalam proses pengambilan kepu-

tusan politik (Hidayat. 2007).  

 

Kelemahan Partai Politik 
Partai politik era reformasi lebih 

fokus pada upaya memperoleh kekuasaan 

semata, kurang dalam pendidikan politik 

serta pemenuhah kepentingan rakyat.  Me-

nurut jajak pendapat (Kompas 23 Maret 

2010), mayoritas responden menyatakan 

tidak puas atas kinerja parpol, terutama 

sembilan parpol yang ada di DPR (Partai 

Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKS, 

PAN, PPP, PKB, Partai Hanura dan Partai 

Gerindra). Citra negatif terhadap parpol 

ditengarai terjadinya lantaran ada kesenja-

ngan yang telalu besar antara politisi dan 

pejabat, baik legislatif maupun eksekutif 

dengan masyarakat. Sekalipun anggota par-

pol yang menjadi anggota legislatif telah 

terjun ke masyarakat dalam rangka men-

jaring aspirasi dan memberikan bantuan fi-

nansial dalam kegiatan masyarakat, namun 

parpol kalah bersaing dengan agen-agen 

demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rak-

yat melalui organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), perguruan 

tinggi dan sebagainya. 

 

Manajemen Partai Politik 
Dari fenomena yang berkembang 

dalam dinamika parpol di atas, dalam tuli-

san ini mencoba membahas aspek mana-

jemen. Pembahasan ini melihat parpol dari 

segi ideologi,  sumber daya manusia, ke-

uangan, ketokohan dan perubahan.Apabila 

dilihat dari aspek ideologi sembilan unsur 

partai yang mempunyai wakil di DPR-RI, 

semuanya merumuskan ideologi terbagi ke-

dalam dua kelompok, yaitu partai yang ber-

ideologi Pancasila dan Islam dengan ber-

bagai varian. Partai yang mengusung ideo-

logi Pancasila, yaitu Partai Demokrat, PDI-

P, Partai Golkar, Gerindra dan Partai 

Hanura. Partai berideologi Islam adalah 

PPP dan PKS, sedang Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) mengidentifikasikan dengan 

ideologi Pancasila dengan varian me-

nerapkan paham ahlussunah wal jamaah, 

yang semula di anut Nahdlatul  Ulama. 

PAN menegaskan bukan partai Islam, tapi 

berasas pluralitas dengan memperjuangkan 

amar makruf nahi mungkar. Ideologi 

Pancasila sebagai asas partai diterjemahkan 

sendiri, seperti Partai Gerindra menterje-

mahkan asas Pancasila dengan perjuangan 

ekonomi rakyat, khususnya kesejahteraan 

petani. PKS menterjemahkan asas Islam se-

bagai partai dakwah (Kompas, 23 Maret 

2010). Bagaimana ideologi dapat diterje-

mahkan dalam platform dan dirumuskan ke 

dalam program? Suatu hal yang sulit kare-

na dalam kenyataannya sembilan partai 

yang punya wakil di DPR-RI mengejewan-

tahkan asas partai dalam realitas politik. 

Menurut Kuskridho (Kompas, 23 Maret 

2010) dari pemilihan umum ke pemilihan 

umum perbedaan antar partai semakin ka-

bur, kecenderungan ideologi bukanlah hal 

yang penting bagi suatu partai. Sekalipun 

ideologi dalam partai sebagai “identitas 

partai” karena ideologi adalah basis sistem 

nilai dan paham yang menjelaskan me-

ngapa partai itu ada. Dari sisi masyarakat 

kejelasan sistem nilai dan paham akan me-

mudahkan mereka dan mengidentifikasi 

sekaligus membedakan suatu partai dengan 

partai lain, sekaligus akan memudahkan 

komunikasi politik yang ingin disampaikan 

kepada target pemilih.  

 

Kaderisasi Partai Politik 

Kesadaran bahwa politisi harus ba-

nyak memiliki keahlian dalam mengurus 

partai. Partai dalam usaha merekrut calon 

kader yang berkualitas melalui mantan ak-

tivis mahasiswa atau intelektual disamping 

meningkatkan kemampuan kader melalui 

pelatihan dan kursus tertentu.   
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Tabel 1 

Ideologi 9 Partai Politik di DPR-RI 

Partai Asas 

Ideologi 

Visi Basis Massa 

Partai 

Demokrat 

Pancasila Mewujudkan kerakyatan yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur. 

Massa 

perkotaan dan 

pedesaan. 

Partai 

Golkar 

Pancasila  Terwujudnya Indonesia baru yang 

maju, modern, bersatu, adil dan 

makmur 

Masyarakat di 

luar Jawa 

PDI-P Pancasila Mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17 

Agustus 1945 dan membangun 

masyarakat Pancasila 

Kaum 

nasionalis dan 

Sukarnois 

PKS Islam Partai dakwah penegak keadilan dan 

kesejahteraan dalam bingkai persatuan 

umat dan bangsa. 

Umat Islam 

perkotaan. 

PPP Islam Terwujudnya masyarakat yang 

bertakwa kepada Allah SWT dan 

Negara Indonesia adil makmur. 

Umat Islam 

PAN Ketuhanan 

YME, 

Kebangsaan 

yang 

bersatu, 

Kerakyatan 

yang 

demokratis 

Partai terdepan mewujudkan 

masyarakat madani dengan 

pemerintahan yang bersih. 

 

Umat kalangan 

Muhammadiyah 

PKB Pancasila Tatanan politik yang demokratis, 

bebas korupsi, berkeadilan dan 

menyejahterakan. 

Umat Kalangan 

NU 

Gerindra Pancasila 

dan UUD 

1945 

Menciptakan kesejahteraan bangsa, 

keadilan sosial dalam wadah NKRI 

Massa 

Nasionalis 

Hanura Pancasila Kemandirian bangsa dan kesejahteraan 

rakyat 

Massa 

nasionalis 

 

* Sumber: Diolah dari Kompas, 29 Maret 2010. 

 

Sejumlah partai telah membangun 

sistem untuk men-jaring para kadernya, 

seperti PKS memiliki pola kaderisasi yang 

relatif terencana se-hingga dibutuhkan 

waktu delapan sampai sepuluh tahun bagi 

kader untuk dapat me-ngisi jabatan publik, 

seperti anggota DPR. Begitu juga Partai 

Golkar, calon legislatif utama umumnya 

diisi oleh pengurus DPP Partai Golkar, 

dengan cara ini diharapkan mereka tidak 

hanya mempunyai keahlian politik, tetapi 

juga memahami ideologi, kebijakan dan 

sifat partai (Hernowo: 2010). Kebijakan itu 

diyakini Partai Golkar memiliki kader 
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berkualitas yang mampu memenangkan 

pertarungan politik di DPR. 

Beberapa partai terutama partai 

baru, belum memiliki sistem pengelolaan 

kader seperti Partai Golkar dan PKS, de-

ngan alasan keterbatasan waktu dan kesi-

bukan administrasi, sehingga menyusun 

daftar calon legislatif dengan pertimbangan 

utama tingkat populeritas dan finansial, 

pertimbangan selanjutnya pengalaman or-

ganisasi, kompetensi dan jaringan. Partai 

Demokrat misalnya menurut Wakil Ketua 

Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok 

(Kompas, 30 Maret 2010) menyatakan bah-

wa manajemen kaderisasi masih persoalan 

krusial, karena minimnya pengalaman ma-

najemen perekrutan anggota DPR amat ter-

buka, yaitu siapa saja yang punya bakat 

politik atau bakat lain dipersilakan menjadi  

anggota dan dapat menjadi anggota DPR. 

Kenyataan inilah penyebab Partai Demo-

krat dengan jumlah 148 kursi (terbanyak) 

dari 560 kursi DPR kalah dari pertarungan 

di DPR, seperti dalam Pansus Bank 

Century. 

Persoalan kaderisasi juga dialami 

oleh PDI-P, menurut Budiman Sudjatmiko 

dalam sepuluh tahun teakhir partainya ba-

nyak bicara soal target suara dengan fokus 

pada persoalan logistik dan keuangan, me-

lupakan militansi dan kaderisasi (Kompas, 

30 Maret 2010). Berdasarkan uraian diatas 

sesuatu hal yang harus diurusi oleh suatu 

partai dalam persoalan kualitas sumber 

daya manusia partai adalah persoalan ka-

derisasi tidak bersifat instan dan oportunis, 

melainkan ada perjenjangan yang jelas un-

tuk menduduki jabatan tertentu dan kebi-

jakan partai harus diambil secara demo-

kratis. Kaderisasi partai dalam jalur bidang 

eksekutif harus difokuskan bagaimana me-

ngelola dan menjalankan pemerintahan 

yang baik, bagaimana mengelola kekuasa-

an bagi partai pemenang pemilihan umum 

untuk kesejahteraan rakyat dan bagaimana 

menyiapkan alternatif bagi partai oposisi. 

Kualitas partai  ditentukan oleh kadernya 

berkualitas melalui proses belajar dan pe-

ngalaman organisasi bukan pada populeri-

tas dan banyak uang. 

Proses kaderisasi mempengaruhi 

citra partai tersebut di mata rakyat seba-

gaimana jajak pendapat yang dikemukakan 

oleh Litbang Kompas (17-19 Maret 2010), 

yaitu: Dalam persoalan menangkap atau 

menyuarakan kepentingan bahwa tokoh-to-

koh partai lebih banyak menyuarakan ke-

pentingan partai politiknya (54,3%) dan ke-

pentingan diri sendiri (34,2%) ketimbang 

kepentingan  rakyat (7,2%). Temuan ini 

menunjukan bahwa parpol kurang peduli 

dengan kepentingan rakyat dimana suara 

rakyat dipinjamnya dalam saat pemilu um-

um, namun parpol tidak dirasakan sebagai 

penyalur dan memperjuangan kepentingan 

rakyat.Dalam persoalan kaderisasi unsur 

pengurus dan pimpinan partai dapat dirasa-

kan oleh rakyat yang memiliki pendidikan 

rendah dan menengah bahwa kaderisasi be-

lum berhasil (68,1%) ketimbang yang me-

nyatakan berhasil (21,1%), sedangkan 

rakyat yang berpendidikan tinggi merasa-

kan bahwa kaderisasasi partai belum ber-

hasil (73,8%) ketimbang yang menyatakan 

berhasil (19,2%). 

Temuan ini menunjukan bahwa 

parpol belum meninggalkan politik massa 

mengambang yang diterapkan di era Orde 

Baru, dimana terdapat jurang komunikasi 

politik yang jauh antara elite partai dengan 

massa pendukungnya.Tingkat Ketidakpua-

san rakyat terhadap sembilan partai yang 

duduk DPR menunjukkan bahwa rakyat 

merasa tidak puas (antara 42,9% sampai 

dengan 61,9%), dilanjutkan kaderisasi par-

tai lebih mengakomodasi kepentingan elite 

parpol (73%) ketimbang konstituennya 

(8,0%). Suatu hal yang membuktikan bah-

wa parpol memperjuangkan kepenting-an 

elite atau parpolnya bukan memperjuang-

kan kepentingan rakyat banyak. Parpol 

juga merasakan sekalipun rakyat tidak puas 
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dengan kinerja parpol, namun hal itu tidak 

mempengaruhi partisipasi rakyat dalam 

pemilihan umum kerana pertanggung-

jawaban parpol tidak secara langsung kepa-

da rakyat, dengan sistem pemilu propor-

sional rakyat tidak memberikan penilaian 

terhadap suatu partai karena semua parpol 

mempunyai perilaku politik yang sama.   

 

Pindah Partai Demi Kekuasaan 
Kepindahan politikus dari suatu 

partai kepada partai lain adalah suatu fe-

nomena ketidak konsistenan para elite par-

tai terhadap ideologi, komitmen atau par-

tai-partai tidak memiliki ideologi yang jelas 

dapat membedakan antara satu dengan 

lainnya. Apabila melihat hasil penelitian 

Litbang Kompas (Kompas, 30 Mei 2011) 

menunjukkan bahwa perpindahan partai 

bermotif kepada kekuasaan dan menjadi 

perlindungan hukum. Maka yang terjadi 

adalah perpindang dari berbagai partai ke-

pada Partai Demokrat, perpindahan demi 

kekuasaan, seperti Dede Yusuf dari PAN 

ke Demokrat untuk Pilgub 2013 di Jawa 

Barat, Zainul Majidi  (Gubernur NTB) dari 

PBB ke Demokrat dan Frauzi Bowo 

(Gubernur DKI Jakarta) dari Golkar ke 

Demokrat untuk Pilgub 2012. Sedangkan 

sejumlah politikus yang pindah partai ke 

Partai Demokrat demi perlindungan hu-

kum, seperti Agusrin Najamuddin terdakwa 

kasus korupsi yang kemudian di vonis be-

bas oleh pengadilan Jakarta Pusat. Terjebak 

pragmatis dengan orientasi kekuasaan pin-

dah kepada yang berkuasa merasa ter-

lindungi dari korupsi (izin pemeriksaan 

dari Presiden), pragmatisme akan terus me-

nerus sepanjang rakyat kalayak masih me-

rasa bodoh dalam partisipasi. Korupsi besar 

sulit diselesaikan secara hukum karena se-

mua kasus diselimuti secara politik ke-

kuasaan, dimana suatu kasus muncul dan 

muncul kasus lain untuk melupakannya. 

Kondisi inilah yang menyebabkan para po-

litikus yang lebih lamah berlindung kepada 

partai berkuasa. Partai-partai ketika ber-

kuasa atau bahagian dari kekuasaan terin-

dikasi sarat dengan kasus suap dan korupsi 

dan tidak semua kasus itu terungkap ke 

publik karena “kecanggihan” parpol menu-

tupi aib dan persekongkolan antara parpol 

dan aparat penegak hukum (Syamsuddin 

Haris, 2011; 6). Parpol terlanjur besar dan 

memegang kekuasaan ketika secara orga-

nisasi belum terkonsilidasi sebagai akibat 

kekecewaan terhadap partai Golkar, PDI-P 

dan parpol berbasiskan Islam pasca pemilu 

1999, Partai Demokrat menjadi wadah 

beragam kepentingan, berbagai profesi 

yaitu mantan militer, pejabat, birokrasi, pe-

ngusaha, aktivis lembaga swadaya masya-

rakat, tokoh agama dan adat menjadi ba-

gian dari partai yang hampir identik dengan 

sosok SBY. Kelatahan politik sejumlah ke-

pala atau wakil kepala daerah menyeberang 

ke Partai Demokrat. Hal ini terjadi karena 

merasa nyaman dekat dengan kekuasaan 

sekalipun parpol belum melembaga dan 

bermartabat. 

Wacana perpindahan politisi ke 

Partai Demokrat sebagai gerakan politik 

yang merasa tidak puas dengan posisinya 

sebagai pengendali pemerintah “the rulling 

party”, khusus setelah berhasil membentuk 

“Setgas Koalisi” bersama Golkar dan partai 

kecil lainnya, suatu indikasi Partai 

Demokrat sedang mengatur langkah kearah 

partai berkuasa menjadi partai para pengu-

asa. Para kader yang berbobot secara profe-

sional dan politik dari berbagai latar 

belakang jejak dan ideologi didekati untuk 

direkrut, sama seperti strategi “sapu jagat” 

yang pernah diterapkan Sekber Golkar 

Orde Baru (Tomagola. 2010: 6). Kader 

yang paling diminati adalah kepala daerah 

yang telah berhasil merebut hati dan piki-

ran rakyat pemilih. Hal ini sebagai pengu-

langan sejarah Orde Baru untuk mem-ba-

ngun partai para penguasa dengan ber-

ujung kepada partai tanpa nurani. 
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Dilema Keuangan Partai 
Dalam UU No. 2 tahun 2008 diatur 

tentang sumber keuangan partai dan besa-

ran sumbangan. Dana kampanye juga di-

atur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan 

DPRD, akan tetapi ketentuan perundang-

undangan itu tidaklah mudah dilaksanakan, 

apalagi diawasi pelaksanaannya, misalnya 

perorangan maksimal 1 milyar dan 5 mil-

yar per perusahaan selama setahun, ba-

gaimana pengawasannya hal itulah yang 

menjadi kesulitan, ada penyumbang yang 

tidak perlu disebut namanya dan selalu 

tidak tercata dalam rekening kas umum 

parpol (Ferry Santoso. 2011).Menurut te-

muan Kuskridho Ambardi pengajar Politik 

Universitas Gajah Mada mengungkapkan 

laporan keuangan parpol bahwa dana kam-

panye dibuat sesuai dengan ketentuan yang 

diminta, dimana jumlah dana kampanye 

mencapai tiga kali lipat. Dalam kondisi 

banyak pimpinan dan bendahara parpol 

sulit menjelaskan asal usul “mesin” ke-

uangan parpol secara transparan (Kompas, 

31 Maret 2011). 

Sumber dana parpol berasal dari 

iuran anggota, sumbangan dan dari APBN. 

Namun ada juga iuran kader partai yang 

menjabat jabatan publik dan tidak menjabat 

jabatan publik, bagi PKS yang terbanyak 

prosentasenya dari dinas lepas dan para 

simpatisan. Dalam kampanye pemilihan 

presiden (Pilpres), dana yang diperoleh se-

orang kader partai bisa berasal dari sumber 

apapun, seperti donatur, hasil usaha atau 

bisnis atau diduga hasil tindak pidana ko-

rupsi, karena tidak ada pembatasan dari pi-

hak internal partai melalui simpatisan dan 

jabatan publik yang sangat sulit dikontrol. 

Kadangkala pimpinan partai (ketua umum) 

menjadi penyumbang dana terbesar, seperti 

pada Partai Golkar 40% dari ketua umum-

nya (Kompas, 31 Maret 2011). Persoa-

lannya bagi parpol ke depan, bagaimana 

integritas, arah kebijakan dan program par-

tai tetap dilandasi oleh cita-cita partai, ini-

lah penyebab melemahnya suatu partai 

karena sangat rentan dikuasai oleh kepen-

tingan pemilik modal, berdampat ke-pada 

demokrasi ditentukan oleh elite partai yang 

memiliki keuangan. Kondisi ini sulit untuk 

mencegah praktek “politik uang” dalam 

berbagai momen demokrasi, seperti pilpres, 

pilkada dan pemilu legislatif. Demokrasi 

sulit memunculkan pimpinan yang punya 

integritas dan kompeten bero-rientasi kepa-

da kerakyatan. 

Pendanaan parpol yang sarat kon-

flik kepentingan menyeret ke arah korupsi 

kartel elite, korupsi ini melibatkan jaringan 

parpol, pengusaha, penegak hukum dan 

birokrasi. Kondisi ini disebabkan oleh para 

pemimpin menghadapi politik dalam lem-

baga yang masih lemah, parpol tidak meng-

akar serta lebih mewakili kepentingan elite, 

sistem peradilan yang korup serta birokrasi 

yang rentan korupsi. Korupsi kartel elite 

dapat menghalangi dan mengkooptasi pe-

saing potensial, juga menghimpun pe-

ngaruh untuk menguasai keuntungan eko-

nomi dan kebijakan publik dari tekanan so-

sial dan elektoral. Konflik kepentingan 

telah merusak kebijakan anggaran terma-

suk anggota DPR menjadi pemangsa. Oleh 

sebab itu menurut Haryatmoko (2011: 6) 

perlu komisi etika untuk: a) mengawasi sis-

tem transpormasi menyikapi keuangan 

publik, b) memeriksa laporan kekayaan, 

sumber pendapatan dan utang sebelum 

menjabat jabatan politik, c) memeriksa la-

poran hubungan yang beresiko untuk me-

minimalkan konflik kepentingan, d) pada 

setiap pertemuan staf dan pengambilan ke-

putusan komisi etika diikutsertakan, mem-

fasilitasi audit dan evaluasi kinerja untuk 

mengidentifikasi dimensi etika.  
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Tabel 3 

Dana Kampanye Partai Politik Peserta 

Pemilu 2009 

No. Partai 

Politik 

Saldo 

Awal 

Dana 

Kampanye 

1. Gerindra 15 

Milyar 

308 Milyar 

2. Demokrat 7,2 

Milyar 

234,8 

Milyar 

3. Golkar 156 

Juta 

164,5 

milyar 

4. PKS 5,2 

Milyar 

36, 5 

milyar 

5. Hanura 5 

Milyar 

19 milyar 

6. PAN 734 

Juta 

18 milyar 

7. PDI-P 1 

Milyar 

10,6 

milyar  

8. PPP 1,6 

Milyar 

1 milyar 

9. PKB 1,5 

Milyar 

3,6 milyar 

Sumber: Kompas. 31 Maret 2011 

 

Berdasarkan data di atas dapat di-

simpulkan bahwa besarnya dukungan rak-

yat terhadap suatu partai sangat dipe-

ngaruhi dengan kekuatan modal kampanye 

parpol sebagai pemasaran politik, kondisi 

ini menjunjukkan partai Gerindra sebagai 

pendatang baru dalam pemilu 2009 telah 

dapat lolos ke parlemen. Partai Demokrat 

dapat menduduki kursi mayoritas dan par-

tai Golkar dapat mempertahankan posisi-

nya di DPR juga memerlukan dana yang 

besar. Partai yang memiliki dana kecil sulit 

mendapat kursi yang kecuali hanya dengan 

dukungan konstituen yang fanatik dan ke-

setiaan massa masih mampu mempertahan-

kan posisi pada pemilu sebelumnya seka-

lipun mengalami penurunan, seperti PDI-I 

dan disertai manejemen partai yang kuat 

seperti PKS. Kondisi inilah yang menye-

babkan perkembangan partai kurang sehat 

dan kurang mampu menjalankan fungsi-

fungsinya, karena parpol semakin tergatung 

kepada jumlah dana yang besar sehingga 

kadernya berusaha mendapatkan dana, se-

kalipun dengan yang tidak sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pengaruh Figur dan Ide 
Kondisi pemilih dalam demokrasi 

Indonesia adalah 55 persen tidak lulus 

Sekolah Dasar (Kompas, 1 April 2010) 

bagi PPP untuk mengalang massa pemilu 

cukup dengan jargon yang sudah lama  

pengentasan kemiskinan, mengurangi ang-

ka pengangguran, biaya pendidikan dan ke-

sehatan gratis atau meningkatkan jaminan 

sosial tidak membuat masyarakat tergiur. 

Partai Demokrat masih bisa menjual citra 

Susilo Bambang Yudhoyono untuk meraih 

suara terbanyak baik dalam pilpres dan pe-

milu legislatif.  Menurut Achmad Mubarak 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat 

mengakui bahwa citra Yudhoyono me-

nyumbang 60 sampai dengan 70% untuk 

meraih kemenangan dalam pemilihan 

umum 2009 (Kompas, 1 April 2010), Hal 

yang sama terjadi pada PDI-P yang meng-

andalkan nama besar Ketua Umum PDI-P 

Megawati Sukarnoputri. Disamping itu 

loyalitas dalam bentuk ikatan politik emo-

sional mampu dipertahankan apabila diser-

tai dengan perilaku dan cara hidup para ka-

der menampilkan citra positif. 

Apabila kita mengutip pendapat 

Herbert Kitschelt (Kompas.2010) tiga ka-

tegori parpol, yaitu : pragmatik, karismatik 

dan klientalistik. Parpol programatik meng-

andalkan program kerja yang dilandasi oleh 

ideologi dan paltform partai. Parpol karis-

matik mengandalkan figur sebagai magnet 

sumber suara. Sedangkan parpol klienta-

listik berdasarkan hubungan patronasi di-

mana tujuan partai lebih kepada kepen-

tingan pribadi, partisan dan layanan balas 

jasa. Dua kategori parpol karismatik dan 

klientalistik masih mendominasi pemilu 

Indonesia 2009. Maka parpol akan sulit 
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berkembang menjadi partai modern yang 

dapat membangun bangsa apabila meng-

andalkan kategori partai karismatik atau 

klientalistik. 

Pemilih lebih dahulu menunggu se-

belum memutuskan untuk loyal kepada 

suatu parpol, kekecewaan terhadap suatu 

parpol menyebabkan pindah ke parpol lain. 

Ada dua segmen pemilih yang diperebut-

kan oleh parpol, yaitu ”Islam dan nasiona-

lis”, namun parpol hanya mengandalkan 

jargon baik ide mauun tokoh maka ma-

syarakat tidak akan cerdas, sosialisasi poli-

tik yang menjadi fungsi parpol tidak ber-

fungsi. Pengalaman berdemokrasi di 

Indonesia telah dilalui dengan momen cu-

kup banyak, seperti pemilu legislatif, eks-

ekutif dan pemilukada semenjak reformasi 

memberikan kesan kepada masyarakat ber-

pendidikan secara negatif terhadap parpol. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil jajak pen-

dapat Litbang Kompas (1 Aparil 2010) 

yang menyebutkan 54,9% persen res-

ponden menyatakan tidak percaya dengan 

parpol, lebih mempercayai media massa se-

bagai penyalur aspirasinya (42,4%). 

Kondisi ini ada kecendrungan ber-

tambah, apabila parpol belum memahami 

dan melaksanakan fungsinya dengan baik. 

Parpol harus terlebih dahulu merombak sis-

tem dan manajemen mereka menjadi lebih 

berparadigma modern, seperti isu-isu ma-

najemen strategis, manajemen keuangan, 

manajemen sumber daya manusia dan ma-

najemen pemasaran politik. Kemampuan 

manajemen strategis meliputi kemampuan 

parpol menerjemahkan ideologi menjadi 

visi, misi, platform parpol ke dalam pro-

gram-program kerja yang kemudian me-

narik minat calon pemilih karena identik 

dengan kepentingan mereka. Parpol juga 

mampu mengelola dan menyiapkan ke-

uangan, sumber daya manusia untuk kemu-

dian menduduki jabatan-jabatan strategis.  

 

Modernisasi Manajemen Partai 

Politik 
Hasil diskusi para ahli politik 

Indonesia mengeluarkan rekomendasi 

modernisasi manajemen politik (Kompas, 3 

April 2010) menyebutkan sebagai berikut: 

Aspek manajemen strategis, kegiatan yang 

harus dilakukan adalah: 

1. Ideologi perlu diterjemahkan men-

jadi paltform, 

2. Memetakan isu-isu publik dengan 

menggerakkan departemen peneli-

tian dan pengembangan (Litbang) 

partai  politik, 

3. Perlu dibuat prioritas isu publik, 

dari berbagai isu yang masuk, 

4. mengajukan alternatif kebijakan 

yang akan menentukan pilihan 

politik pemilih. 

 

Aspek Manajemen pemasaran, 

kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

1. Membuat segmentasi calon pemilih 

secara sistematik dan konsisten, 

2. Membuat “positioning” partai ber-

dasarkan ideologi, 

3. Memperjelas diferensiasi partai po-

litik sejak dari ideologi hingga isu-

isu publik yang akan “dijual” ke 

publik, 

4. Melakukan “branding” partai poli-

tik tanpa harus mengorbankan 

ideologi dan jati diri partai politik. 

 

Aspek manajemen sumber daya 

manusia, kegiatan yang harus dilakukan 

adalah: 

1. Menata desain perekrutan untuk 

kader da pengisian jabatan publik, 

2. Perlu penjejangan kaderisasi yang 

jelas, 

3. Kriteria kader mulai ditetapkan, se-

perti pendidikan, pengalaman, dan 

spesialisasi keahlian, 

4. Perlu pelatihan sistematis untuk 

kader, 
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5. Perlu penerapan meritokrasi dan 

promosi untuk kader-kader yang 

berkualitas, 

6. Perlu peningkatan demokrasi di 

tingkat internal untuk pengambilan 

keputusan. 

 

Aspek manajemen keuangan, 

kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

1. Mendesain iuran anggota sebagai 

sumber utama keuangan partai po-

litik, 

2. Membangun jaringan pengusaha 

seideologi untuk memobilisasi 

dana privat,mulai memperjuangkan 

perundang-undangan yang me-

mungkinkan partai politik mem-

bentuk badan usaha sendiri, tetapi 

dengan pengawasan sangat ketat, 

3. Membangun budaya transparansi 

dan akuntabilitas keuangan partai 

politik dengan laporan keuangan 

yang memadai. 

  

Kesimpulan 
Berdasarkan kajian dalam tulisan 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Partai politik era reformasi lebih fokus  

pada upaya memperoleh kekuasaan semata, 

kurang dalam pendidikan politik serta 

pemenuhah kepentingan rakyat. (2) Parpol 

kalah bersaing dengan agen-agen demo-

krasi lainnya dalam menyalurkan aspirasi 

rakyat. (3) Suatu hal yang sulit karena da-

lam kenyataannya sembilan partai yang pu-

nya wakil di DPR-RI mengejewantahkan 

asas partai dalam realitas politik. (4) Partai 

dalam usaha merekruit kader yang ber-

kualitas melalui mantan aktivis mahasiswa 

atau intelektual disamping meningkatkan 

kemampuan kader melalui pelatihan dan 

kursus tertentu. (5) Beberapa partai teruta-

ma partai baru, belum memiliki sistem pe-

ngelolaan kader dengan alasan keterbatasan 

waktu dan kesibukan administrasi. (6) 

Manajemen  kaderisasi masih persoalan 

krusial, karena minimnya pengalaman ma-

najemen perekrutan anggota DPR amat ter-

buka, yaitu siapa saja yang punya bakat po-

litik atau bakat lain dipersilakan menjadi  

anggota dan dapat menjadi anggota DPR. 

(7) Parpol kurang peduli dengan kepenti-

ngan rakyat dimana suara rakyat dipin-jam-

nya dalam saat pemilu umum, namun par-

pol tidak dirasakan sebagai penyalur dan 

memperjuangan kepentingan rakyat. (8) 

Parpol  belum meninggalkan politik massa 

mengambang yang diterapkan di era Orde 

Baru, dimana terdapat jurang komunikasi 

politik yang jauh antara elite partai dengan 

massa pendukungnya. (9) Parpol juga me-

rasakan sekalipun rakyat tidak puas dengan 

kinerja parpol, namun hal itu tidak mem-

pengaruhi partisipasi rakyat dalam pe-

milihan umum kerana pertanggungjawaban 

parpol tidak secara langsung kepada rakyat, 

dengan sistem pemilu proporsional rakyat 

tidak memberikan penilaian terhadap suatu 

partai karena semua parpol mempunyai pe-

rilaku politik yang sama. (10) Kepindahan 

politikus dari suatu partai kepada partai 

lain adalah suatu fenomena ketidak kon-

sistenan para elite partai terhadap ideologi, 

komitmen atau partai-partai tidak memiliki 

ideologi yang jelas dapat membedakan 

antara satu dengan lainnya. (11) Partai-

partai ketika berkuasa atau bahagian dari 

kekuasaan terindikasi sarat dengan kasus 

suap dan korupsi serta tidak semua kasus 

itu terungkap ke publik karena 

”kecanggihan” parpol menutupi aib  dan 

persekongkolan antara parpol dan aparat 

penegak hukum. (12) Kader yang paling di-

minati elite partai adalah kepala daerah 

yang telah berhasil merebut hati dan piki-

ran rakyat pemilih. (13) Sumber dana par-

pol berasal dari iuran anggota, sumbangan 

dan dari APBN. Pendanaan parpol yang 

sarat konflik kepentingan menyeret ke arah 

korupsi kartel elite, korupsi ini melibatkan 

jaringan parpol, pengusaha, penegak hu-

kum dan birokrasi. Konflik kepentingan 
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telah merusak kebijakan anggaran terma-

suk anggota DPR menjadi pemangsa. (14) 

Pengaruh figur atau citra Yudhoyono 

menyumbang 60 sampai dengan 70% untuk 

meraih kemenangan dalam pemilihan 

umum 2009 dan ikatan politik emosional 

mengandalkan kategori partai karismatik 

atau klientalistik. 
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